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TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan
bersama;

bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus tanggal 10 April 2019 telah menyetujui
Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan
Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan atas Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Badan
Permusyawaratan Desa;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang

Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana terlampir vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU kepada Bupati Kudus untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, dan dalam pelaksanaannya agar memperhatikan
pendapat dan saran Panitia Khusus serta Fraksi-fraksi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 April 2019




